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ABSTRAK     : Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009, merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi 
kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga masyarakat atas barang, jasa dan 
pelayanan administrasi yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik. 
Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan 
didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk memajukan 
kesejahteraan umum dalam suatu tatanan kehidupan yang adil dan beradab, oleh 
karena itu efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik 
buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982; 
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 
53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 17 Tahun 2017; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor : KEP/63/M.PAN/7/2003; Peraturan Daerah Kota Madiun 
Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan 
Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.  

- Dalam peraturan daerah ini mengatur mengenai Daerah, pemerintah daerah, 
walikota, dewan perwakilan rakyat, perangkat daerah, badan usaha milik 



daerah, pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik, penanggung 
jawab penyelenggara pelayanan publik, organisasi penyelenggara pelayanan 
publik, perangkat daerah, pelaksana pelayanan publik, kinerja, masyarakat, 
standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, 
indeka kepuasan masyarakat, pertanggunjawaban pelayanan publik, 
pengaduan,pengadu, sengketa pelayanan publik, anggaran pendapatan dan 
belanja daerah, ombudsman, pelayanan prima, unit pelayanan publik, 
penerima pelayanan publik, survei kepuasan masyarakat, inovasi pelayanan 
publik. 

  

CATATAN              : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Agustus 2019 
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